
 
 
 

 
 
 
 

BUPATI PEKALONGAN 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  2 TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan internal 

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara 

terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu disusun 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Pekalongan tentang Kebijakan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tahun 2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594);  
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2012;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 

91); 

19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2011 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 

55); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan; 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pekalongan; 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan; 

6. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah acuan, sasaran dan 

prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan pemerintahan daerah; 

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi 

Inspektorat Jenderal Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah 

Non Kementrian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten Pekalongan; 

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah 

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Diundangkan di Kajen  

Pada tanggal 3 Januari  2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

ttd 

SUSIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 

NOMOR 2 

 

 

 

Pasal 2 
 

Sistematika Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 

meliputi: 

a. Pendahuluan; 

b. Arah Kebijakan Pengawasan; 

c. Program dan Kegiatan Pengawasan;  

d. Wilayah Kerja Pengawasan; 

e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP; 

f. Laporan Hasil Pengawasan; dan 

g. Koordinasi Pengawasan;  

 

Pasal  3 

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal  4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan.  

 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 3 Januari 2012   

BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 

A. ANTONO 

 

 

 


